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ABSTRACT

Jons Manedi : TM/NIM 2014/14208055, Strategy and Governance of
Candidate Pairs Campaign at the Election of Head of Region
on Solok (Case Study on Selection of Bupati and Wakil Bupati
of Solok 2015)

Campaign is a process of individual or group communication activities
conducted in institutional manner and ams to create a certain effect or impact.
Truely, campaign of candidate cann’t only rely on props made by the KPU as a
media campaign. Preparation of a mature campaign strategy will be more
beneficia to the candidate pair in taking the public's sympathy. The purpose of
this research is to know: 1) policy implementation of KPU Regulation No. 7 year
2015; 2) strategy and governance of the candidate's campaign after the birth of the
policy; 3) supporting factors and inhibiting the implementation of candidate
campaign strategy; And 4) the efforts undertaken to overcome obstacles in
running the campaign strategy. This research is descriptive research with
qualitative approach. The informants in this study were divided into 3 (three)
groups: 1) Candidate Pairing Teams; 2) Political Party Leader of the Candidate
Pair; And 3) KPU of Solok. Informants in this study was 12 people, selected by
purposive sampling technigue. The findings of the research indicate that the
implementation of the policy of KPU Regulation Number 7 of 2015 on Campaign
generaly works well, because KPU Kab. Solok as the election organizer has
facilitated the need of candidate campaign campaign in the form of campaign
media and campaign materials. The candidate candidate's campaign strategy is to
maximize face-to-face, social media, news and broadcast campaigns, and engage
in effective political communication. Inhibiting factors in the implementation of
candidate pair campaign strategy is, lack of funding from each candidate, the
existence of black campaigns, socia media that have not been well managed.
Next, from the implementation of campaigns facilitated by the KPU Kabupaten
Solok, the number of campaign props by candidate pair has not been adequate
with the area and the number of votersin Solok District.
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ABSTRAK

Jons Manedi : TM/NIM 2014/14208055, Strategi dan Tata Kelola Kampanye
Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten
Solok (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok
Tahun 2015)

Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikas individu atau
kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan
suatu efek atau dampak tertentu. Sgjatinya kampanye pasangan calon tidak bisa
hanya mengandalkan alat peraga yang dibuat oleh KPU sebagai media kampanye.
Penyusunan strategi kampanye secara matang akan lebih menguntungkan kepada
pasangan calon dalam mengambil simpati masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui: 1) implementasi kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 tahun
2015; 2) strategi dan tata kelola kampanye pasangan caon setelah lahirnya
kebijakan; 3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi kampanye
pasangan calon; dan 4) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
dalam menjalankan strategi kampanye. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3
(tiga) kelompok yaitu: 1) Tim Pemenangan Pasangan Calon; 2) Pengurus Partal
Politik Pengusung Pasangan Calon; dan 3) Komisioner KPU Kabupaten Solok.
Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 Orang, yang dipilih dengan teknik
purposive sampling. Temuan penelitian menunjukan bahwa Implementasi
Kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye secara umum
berjalan dengan baik, karena KPU Kabupaten Solok sebagai penyelenggara
pemilihan telah menfasilitasi kebutuhan kampanye pasangan calon berupa media
kampanye dan bahan kampanye. Strategi kampanye pasangan calon adalah
dengan memaksimakan kampanye tata muka, media sosia, pemberitaan dan
penyiaran, serta melakukan komunikas politik yang efektif. Faktor penghambat
daam pelaksanaan strategi kampanye pasangan calon adalah, kurangnya
pendanaan dari masing-masing calon, adanya kampanye hitam, media sosial yang
belum terkelola dengan baik. Keempat, dari sis pelaksanaan kampanye yang
difasilitasi oleh KPU Kabupaten Solok, jumlah aat peraga kampanye menurut
pasangan calon belum memadai dengan luasnya wilayah dan jumlah pemilih yang
ada di Kabupaten Solok.

Kata Kunci : Strategi, Kampanye, Kebijakan Publik
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Inti kehidupan bernegara adalah demokrasi, produk dari demokrasi adalah
kebijakan publik yang unggul yang dikembangkan dalam konteks dan proses yang
demokratis. Bentuk terluar dari demokrasi dan kebijakan publik adalah pelayanan
publik yang didasarkan kepada prinsip tata kelola yang baik (Riant Nugroho,
2014:25).

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia
memiliki komponen |embaga-lembaga negara, yaitu lembaga Pemerintahan
(eksekutif), lembaga perundangan (legidlatif), lembaga peradilan (yudikatif).
Kedua lembaga negara eksekutif dan legidatif memiliki hak dalam penyusunan
dan melahirkan sebuah kebijakan publik yang bertujuan untuk penataan negara
yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang salah satu wujud dari kebijakan
yang dilahirkan oleh Pemerintah dan DPR. Kebijakan ini mengatur tentang tata
cara penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, mulai dari pendataan pemilih,
syarat calon, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta pengaturan
masal ah kampanye pasangan calon.

Pengaturan lebih teknis terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan kebijakan yang dikeluarkan



oleh Komisi Pemilihan Umum yang disebut dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU). Pengaturan kebijakan persoalan kampanye diatur secara teknis
dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi
individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk
menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987)
mendefinisikan kampanye sebagai ‘“serangkaian tindakan komunikasi yang
terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sgumlah besar
khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” (Venus,
2004:7).

Kampanye pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi
rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika,
public relation, komunikas massa lobby dan kegiatan lainnya. Dalam pasa 1
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kampanye adalah
kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi
lainnya, yang bertujuan mengenakan atau meyakinkan Pemilih. Dalam Peraturan
KPU ini teknis kampanye diatur secara garis besar menjadi dua. Pertama,
kampanye pasangan calon yang difasilitasi oleh penyelenggara. Kedua, kampanye
yang dilakukan oleh pasangan calon itu sendiri.

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Solok tahun 2015 diikuti oleh tiga

pasangan calon. Ketiga pasangan calon tersebut diusung oleh gabungan tujuh



partai politik dari 10 partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Solok.
Sebagaimanaterlihat dalam tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Daftar Pasangan Calon dan Partai Pengusung

Partai Jumlah Jumlah
NO Pasangan Calon Penqusun Kurs Suara Sah
gusung (20%) (25%)
1. | Gusma-Yulfadri Nurdin Gerindra 7 34626
PKS
Agus Syahdeman- Demokrat
2 Wahidup PDI-P ! 29347
. Nasdem
3. Desra Ediwan AT- PAN 9 47.192
Bachtul
Hanura

Sumber: Data KPU Kabupaten Solok Tahun 2015.

Ketiga pasangan calon ini diberikan hak yang sama untuk berkampanye
sesuai dengan amanat UU No 8 tahun 2015 dan Peraturan KPU No. 7 Tahun
2015. Diantaranya pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU,
sebagaimanadilihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon

Jumlah APK
NO Pasangan Calon . Umbul-
Baliho Spanduk Umbul

1 Gusmal-Y ulfadri 5 Bh untuk 2 bh untuk 20 untuk
' Nurdin Kabupaten nagari kecamatan

5 Agus Syahdeman- 5 Bh untuk 2 bh untuk 20 untuk
' Wahidup Kabupaten nagari kecamatan

Desra Ediwan AT- 5 Bh untuk 2 bh untuk 20 untuk

3. .

Bachtul Kabupaten nagari kecamatan

Sumber: Data KPU Kabupaten Solok Tahun 2015.

Selain alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU juga terdapat bahan
kampanye yang difasilitasi berupa selebaran (flayer), brosur (Ieaflet), pamplet dan
poster. Kemudian iklan kampanye di media cetak dan debat publik di fasilitasi

oleh KPU Kabupaten Solok.



Disamping kampanye yang difasilitas oleh KPU sebagal penyelenggara,
pasangan calon dan parta politik sebaga pengusung juga dibolehkan
berkampanye dengan cara : Pertama pertemuan terbatas, kedua tatap muka dan
dialog, selanjutnya rapat umum. Untuk rapat umum jadwal dan tempatnya
ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Kemudian kampanye
yang dibolehkan untuk pasangan calon adalah kegiatan kampanye lainnya.
Pasangan calon dapat melakukan kegiatan lainnya ini dalam bentuk : rapat umum
dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser
musik), kegiatan olah raga, kegiatan sosial, dan kampanye melalui media sosial.

Lahirnya pembatasan terkait dengan kampanye pada pemilihan kepala
daerah membuat para kontestan berfikir keras dalam menyusun strategi kampanye
agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Solok.
Dari data yang didapatkan, di Kabupaten Solok terdapat sebanyak 14 Kecamatan,
74 Nagari, 271.474 pemilih dan 881 jumlah TPS dengan luas wilayah Kabupaten
Solok yang mencapai 3.738 Km2.

Kondis geografis Kabupaten Solok yang cukup luas dan jika dibandingkan
dengan jumlah alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2015 yang difasilitass oleh KPU tidak seluruhnya dapat
menjangkau pelosok daerah. Hal ini menyebabkan pemilihan kepala daerah di
aggap sepi sosialisasi dan dianggap kurang “bunyi” oleh masyarakat. Masa
kampanye yang cukup panjang selama 100 hari juga belum dapat dimaksimalkan

oleh pasangan calon. Rapat umum yang diagendakan oleh KPU untuk masing-



masing pasangan calon juga tidak dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk
berkampanye.

Dilain pihak, kebijakan pembatasan kampanye pun dinilai oleh sebagian
pasangan calon tidak hanya di Kabupaten Solok sebagai aturan yang mengekang
kebebasan berpolitik. Hal ini dapat dilihat dalam pemberitaan media Padang
Ekspres tanggal 10 September 2015 halaman 1 dan 7. Keluhan tentang kebijakan
tersebut disampaikan langsung oleh pasangan calon atau melalui tim penghubung
pasangan calon, seperti calon Bupati Pesisir Selatan Alirman Sori mengatakan :

“tidak semua masyarakat bisa kita datangi dan bertatap muka untuk

menyampaikan vis dan misi kita. Makanya mempublikasikan diri

dimedia cetak merupakan langkah yang efektif, tetapi aturan tidak
memperbolehkan,” ujarnya.

Sekretaris DPD Partai NasDem Pesisir Selatan, Doni Marta dan Sekretaris
DPD PAN Pesisisr Selatan yang menjadi pengusung dan penghubung Calon
Bupati Pessisir Selatan Hendra Joni, di media Padang Ekspres tangga 10
September 2015 halaman 1 dan 7, menyampaikan :

“aturan larangan berkampanye di media cetak, sama saja menghambat

kebebasan berpolitik, karena mengingat luasnya wilayah Pesisir Selatan

menjadi kendala bagi pasangan calon mendatangi masyarakat secara
langsung, media kampanye semestinya dapat mewakili kehadiran calon
ditengah-tengah masyarakat.”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang mantan
tim penghubung pasangan calon Agus Syahdeman-Wahidup, DFR yang juga
sebagal wakil ketua DPD Demokrat Kabupaten Solok, pada tanggal 31 Desember

2016, menyampaikan bahwa :



“sebenarnya pembatasan atribut kampanye bernilai positif demi
menyetarakan paslon, namun di sisi lain masyarakat merasakan pilkada
minim sosialisasi berupa atribut kampanye. Sejatinya atribut kampanye
merupakan sarana penyambung paslon dengan masyarakat. Niat awal
untuk paslon menghemat biaya kampanye, malah dilapangan berlaku
sebaliknya. Dana kampanye menjadi lebih banyak, karena kampanye
dengan blusukan atau pertemuan tatap muka membutuhkan biaya yang
tidak sedikit.”

Melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan jika disandingkan dengan
masa kampanye yang cukup lama yaitu 100 hari, serta pembatasan kampanye
tentu pasangan calon tidak bisa hanya mengandalkan alat peraga yang dibuat oleh
KPU sebagai media kampanye. Penyusunan strategi kampanye secara matang
akan lebih menguntungkan kepada pasangan calon dalam mengambil simpati
masyarakat.

Beranjak dari kasus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015,
maka penulis ingin meneliti lebih jauh terkait dengan strategi apa yang dipakai
oleh pasangan calon setelah adanya kebijakan terkait pembatasan penggunaan
atribute kampanye. Karena, kebijakan merupakan sebuah produk dari sistem
demokrasi, sedangkan bentuk terluar dari demokrasi dan kebijakan publik adalah
adanya pelanyanan publik berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Kebijakan pengaturan terkait dengan kampanye merupakan sebuah bentuk
implementasi dari prinsip pelayanan, yang mengatakan bahwa semua orang
memiliki hak yang sama dalam pelayanan. Maka lahirlah Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2015 untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pasangan calon untuk
melakukan kampanye dalam pemilihan. Semua pasangan calon memiliki hak yang

sama dalam fasilitasi atribut kampanye yang jumlahnya tentu tidak memenuhi

kebutuhan calon untuk melakukan perkenalan dan sosialisas bagi pasangan calon.



Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Strategi dan Tata Kelola
Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten
Solok (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015)”.
| dentifikasi Masalah
Dari pembahasan permasaahan yang diuraikan diatas dan mash
kompleksnya persoalan tentang kebijakan terhadap kampanye pasangan calon
pada pemilihan kepala daerah yang berujung pada strategi pemenangan pasangan
calon, maka dapat diklasifikasikan beberapa persoalan terkait dengan kebijakan
kampanye dan strategi kampanye, yakni:
1. Masih adanya pasangan calon yang tidak memanfaatkan fasilitas kampanye
berupa rapat umum yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Solok.
2. Belum maksimal jumlah alat peraga kampanye menjangkau semua pelosok
daerah di Kabupaten Solok.
3.  Mash ditemukannya strategi kampanye hitam (black campaign) yang
dilakukan oleh tim pasangan calon.
4.  Masih belum maksimalnya sarana kampanye yang dimanfaatkan oleh partai
politik dan pasangan calon untuk menarik minat masyarakat datang ke TPS.
5.  Mash lemahnya kebijakan tentang sanks bagi pasangan calon yang
melanggar aturan kampanye.
Rumusan Masalah
Mengacu pada alur pemikiran latar belakang dan identifikast masalah yang

diuraikan, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian yang bertujuan untuk



mempertagjam kajian dalam penelitian ini. Beberapa rumusan masalah penelitian

tersebut meliputi :

1

Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok?

Bagaimana strategi kampanye pasangan calon setelah lahirnya kebijakan
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di Kabupaten Solok tahun 2015 ?

Apa sgja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi kampanye
pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten
Solok tahun 2015?

Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam
menjalankan strategi kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

di Kabupaten Solok tahun 2015?

. Tujuan Pendlitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka kajian pada penelitian ini

diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu :

1

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun
2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok tahun
2015.

Untuk mengetahui strategi kampanye pasangan calon setelah lahirnya
kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok tahun 2015.



Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi
kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
Kabupaten Solok tahun 2015.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
dalam menjalankan strategi kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati di Kabupaten Solok tahun 2015.

E. Manfaat Pendlitian

Sesual dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari

hasil penelitian ini adalah berikut:

1

Manfaat teoritis, akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan
konsep ilmu pengetahuan, khususnya dalam kebijakan publik, strategi
kampanye pasangan calon dan komunikasi politik, serta pengetahuan
mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepal a daerah.

Manfaat praktis, yang diharapkan dapat memberikan informas kepada
berbagai pihak tentang strategi kampanye pasangan calon dan partai politik
dalam meraih suara pemilih setelah adanya kebijakan yeang mengatur
persoa an kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun
2015. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan jadi
pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan publik.
Serta diharapkan penelitian ini jadi acuan bagi penyelenggara pemilu, yaitu
KPU dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang tata cara kampanye pada

pemilihan kepala daerah untuk masa yang akan datang.



BAB V
PENUTUP
Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan yang telah dikemukakan pada

BAB IV sebelumnya, maka pada BAB V ini dikemukakan kesimpulan, implikasi

kajian, dan rekomendas strategi kampanye pasangan calon serta implementasi

kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2015. Serta peneliti juga menyampaikan rekomendasi

untuk peneliti berikutnya terkait dengan tema penelitian.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang disampaikan dalam BAB 1V, maka dapat ditarik
kesimpulan dari penelitian tentang strategi pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati pasca lahirnya kebijakan kampanye Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015

tentang Kampanye Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Solok
secara umum berjalan dengan baik. Dari pelaksanaan kebijakan terkait
dengan peran KPU Kabupaten Solok sebagai fasilitator dalam hal pengadaan
alat peraga kampanye, bahan kampanye, pelaksana debat, dan pemasangan
iklan kampanye tidak terjadi gangguan, semua berjalan dengan bak. Hal
yang menjadi persoalan adalah adanya alat peraga kampanye yang rusak

ataupun hilang setelah dilakukan pemasangan. Namun hal itu dapat diatasi
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dengan melakukan proses pengadaan ulang untuk mengganti alat peraga
kampanye pasangan calon yang hilang ataupun rusak. Kemudia dari sis
peserta pemilihan atau pasangan calon dalam melaksanakan kebijakan tidak
ada yang melakukan pelanggaran kampanye dengan cara mencetak ulang alat
peraga kampanye, atau membuat bahan kampanye sebagaimana yang telah
diatur dalam kebijakan. Pada pelaksanaan debat kandidat semua pasangan
calon juga menghadiri dan debat kandidat berjalan dengan baik dan lancar.
Hanya sgja fasilitas atau jadwal kampanye rapat akbar, atau yang dikena
dengan rapat umum tidak dimanfaatkan oleh semua pasangan calon. Hal ini
disebabkan oleh faktor efektifitas dan masalah pendanaan kampanye. Semua
pelaksanaan kebijakan ini dilihat dari indikator yang dikembangkan oleh
Edwar dengan melihat indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan
struktur birokrasi.

Strategi dan tata kelola kampanye pasangan calon guna meraup dukungan
pemilih adalah dengan cara memaksimakan kampanye yang sudah diatur
dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye. Diantara
memaksimalkan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka dengan
melakukan blusukan, menghadiri hagatan masyarakat, mengunjungi
masyarakat yang mendapat musibah kematian, menghadiri pesta pernikahan.
Kemudian pasangan calon melakukan kampanye dengan media sosia. Yang
diatur dalam peraturan hanya dua akun yang terdaftar, namun tim
pemenangan tetap juga melakukan kampanye di akun facebook masing-

masing tim pemenangan. Selanjutnya strategi yang dilakukan adalah
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memaksimalkan peluang kampanye dengan pemberitaan dan penyiaran.

Setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon selau

dibutkan berita di media cetak, online dan elektronik. Kemudian metode

kampanye dengan kegiatan lainnya oleh pasangan calon dilaksanakan dengan

strategi  kampanye melakukan pertujukan kesenian budaya, melakukan

kegiatan goro bersama, dan juga melakukan kegiatan hagatan dirumah

penduduk yang kemudian dihadiri oleh pasangan calon. Selain itu dalam

kampanye kegiatan lainnya diatur cara berkampanye di media sosial, ha ini

menjadi strategi yang tanpa bayak bagi pasangan calon dalam melakukan

perluasan dukungan dari segmen pemilih pemula dan segmen pemilih yang

sudah menguasai informasi teknologi.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi kampanye

pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015.

Faktor pendukung:

a. Ketokohan yang kuat, hal ini dapat dilihat dari pasangan Gusmal-
Y ulfadri.

b. Kader muda, kekuatan ini dimiliki oleh pasangan Agus-Wahidup

c. Incumbent, kekuatan ini dimiliki oleh Desra-Bachtul

d. Kekuatan dari partai pengusung, hal ini dimiliki oleh pasangan Desra-
Bachtul yang memperoleh dukungan dari partai yang paling banyak.

Faktor penghambat dalam pel aksanaan strategi, adalah:



B.
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a. Kurangnya pendanaan dari masing-masing calon. Hal ini dirasakan oleh
semua pasangan caon, sehingga tidak ada pasangan calon yang
mel akukan kampanye melalui rapat akbar.

b. Kurang solidnya partai pengusung. Hal ini dirasakan oleh pasangan
Desra-Bachtul

c. Minim Populeritas, hal ini diraskan oleh pasangan Agus-Wahidup.

d. Adanyaissu narapidanayang dialami oleh Gusmal-Y ulfadri.

4. Upaya yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim pemenangan dalam
mengatasi kendala, adalah sebagai berikut:

a. Klarifikas serangan, yang dilakukan oleh pasangan calon Gusmal-
Y ulfadri yang mendapatkan issu mantan narapidana korupsi.

b. Melakukan komunikas politik dengan para penyumbang dana kampanye,
untuk mengatasi kendala keuangan yang dimiliki oleh pasangan calon.

c. Melakukan pemetaan daerah yang akan dijadikan target serangan dalam
rangka perluasan daerah dukungan.

d. Melakukan evaluas berkala guna melihat sgjauhmana strategi berjalan,
dan strategi apa yang belum terlaksana dengan baik.

IMPLIKASI KAJIAN

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan
praktis. Implikas teoritis berhubungan dengan kontribusinya terhadap
pengembangan konsep ilmu pengetahuan, khususnya dalam implementasi
kebijakan, penerapan strategi kampanye, evaluasi strategi kampanye. Sedangkan

implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap memberikan
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masukan yang berarti kepada KPU secara umum dalam pelaksaan kebijakan

terkait dengan kampanye. Kepada masyarakat atau tokoh-tokoh politik yang ingin

maju sebagai kepala daerah di Kabupaten Solok untuk penyusunan strategi yang

lebih baik dan efektif guna meraih simpati masyarakat.

1

Implikasi teoritis

Implementasi merupakan sebuah rangkuman dari berbagal kegiatan yang
didalamnya melibatkan sumber daya manusia untuk mencapai sumber daya
lain dengan menggunakan strategi. Lahirnya kebijakan sebuah kebijakan akan
menghasilkan titik terluarnya yaitu pelayanan publik yang berdasarkan
kepada tata kelola yang baik. Pelayan publik yang baik harus memiliki
prinsip kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewagjiban. Prinsip
kesamaan hak ini menjadi dasar lahirnya kebijakan yang mengatur periha
cara berkampanye bagi pasangan calon kepala daerah. Dalam kebijakan
PKPU Nomor 7 tahun 2015 kampanye dilaksanakan dengan asas keadilan,
semua pasangan calon mendapatkan fasilitas yang sama dalam hal jumlah alat
peraga kampanye, bahan kampanye, iklan kampanye dimedia cetak dan
elektronik, debat kandidat, dan juga jadwal rapat umum. Semua ini diatur
agar ada keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kampanye, sehingga
caon yang memiliki modal yang banyak tidak bisa lagi dengan leluasa
mencetak dan memasang alat peraga kampanye serta mencetak bahan
kampanye ataupun memasang iklan kampanye. Akbibatnya pasangan calon
harus mentaati aturan yang ada agar tidak terkena sanksi pelanggaran dalam

berkampanye. Kedua prinsip pelayanan publik yang bak daam
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mengimlementasikan kebijakan adalah adanya keseimbangan antara hak dan
kewgjiban. Artinya baik yang menerima dan yang memberikan pelayanan
terhadap kebijakan yang dikeluarkan haruslah seimbang. Dalam konteks
pelaksanaan kebijakan PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye, KPU
dalam ha ini KPU Kabupaten Solok haruslah memenuhi kewajibannya
menfasilitass untuk mengadakan atribut kampanye untuk pasangan calon
dengan baik dan adil. Sedangkan pasangan calon harus memenuhi haknya
untuk mematuhi semua aturan yang ada terkait dengan cara berkampanye
dalam pemilihan kepala daerah. Dalam peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015
pasangan calon hanya diperbolehkan melakukan kampanye dengan metode,
pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kampanye pemberitaan
dan penyiaran, serta kampanye dengan kegiatan lainnya. Untuk pelaksanaan
kegiatan kampanye yang dibolehkan maka sudah pasti pasangan calon dan
tim pemenangan harus menyusun strategi yang matang agar tujuan dari
kampanye tercapai dan pasangan calon tidak melanggar aturan kampanye
yang sudah ditetapkan. Menurut Peter Schroder dalam penyusunan strategi
kampanye harus memperhatikan prinsip, pertama prinsip pemilihan tema.
Pemilihan tema yang baik akan berpengaruh kepada nilai jual dan cara
memperkenalkan calon kepada pemilih, jika tema yang dipilih itu mudah
untuk diingat maka kampanye akan mudah dan efektif. Kedua, pemusatan
kekuatan artinya adalah pasangan calon harus mengenali kekuatan apa yang
dimiliki untuk melakukan kampanye, jika dikaitkan dengan kebijakan

kampanye dimetode mana pasangan calon harusnya memusatkan kekuatan



167

untuk melakukan strategi kampanye agar kampanye dapat berjalan dengan
baik, efektif dan mencapa tujuan yang diinginkan. Ketiga, prinsip
penyerangan artinya strategi pasangan calon harus terfokus kepada satu
kekuatan untuk melakukan serangan, metode apa yang akan dilakukan namun
tidak melanggar aturan kampanye. Keempat, prinsip pemanfaatan kekuatan
langsung dan kekuatan tidak langsung, kekuatan langsung adalah berupa
kegiatan kampanye yang langsung dilihat sebagai aktifitas pasangan calon
seperti adanya kegiatan kesenian, kunjungan ke pasar-pasar, serta melakukan
kampanye arak-arakan. Sedangkan kekuatan tidak langsung adalah kegiatan
yang dilakukan oleh pasangan calon yang dinilai sebagai tindakan yang tidak
berkampanye, seperti contoh pemberitaan dimedia cetak, atau hadir dalam
pesta pernikahan tapi tidak ada menyampaikan visi dan misi.

Implikasi Praktis

Hasil pendlitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap pemerintah
dan legidatif dalam membuat regulas terkait dengan kampanye untuk lebih
baik kedepannya. Sehingga adanya prinsip proporsional dalam menyusun
kebijakan, serta adanya memperhatikan azas efisiens dalam penyusunan
kebijakan, agar pelaksanaan kebijakan tidak terjadi hambatan dari pelaksana
kebijakan atau pun dari pemakai kebijakan. Sehingga kebijakan yang
dilahirkan dirasakan manfaatnya baik bagi pembuat kebijakan dan juga bagi

masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan.
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C. REKOMENDAS
Berdasarkan kepada hasil pembahasan dan temuan penelitian, maka dapat
digjukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. KPU RI dan DPR harus melakukan kaian ulang terhadap pengaturan
kebijakan terkait dengan kampanye. Pertama dalam hal pengadaan alat peraga
kampanye yang belum proporsina antara daerah kabupaten yang memiliki
luas wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan daerah kota, sehingga
pemasangan alat peraga belum berjalan efektif untuk membantu KPU
Kabupaten/K ota dalam mensosialisasikan calon. Kedua, perlu kiranya dalam
aturan berikutnya adanya pengaturan perbedaan jumlah Alat Peraga
Kampanye berupa spanduk dan baliho antara kabupaten yang memiliki
daerah yang luas dengan daerah yang kecil, atau melakukan cluster
berdasarkan jumlah penduduk atau jumlah kecamatan yang terdapat dalam
kabupaten/kota.

2. Pasangan calon atau peserta pemilihan perlu kiranya melakukan perubahan
mind set bahwa tidak selamanya alat peraga kampanye itu menjadi media
kampanye yang utama. Penyusunan strategi yang lebih matang dan langsung
bertemu dengan konstituen merupakan cara yang lebih baik unutk
mendapatkan simpati dan dukungan dari pemilih. Peserta pemilihan mestinya
menerapkan strategi penyerangan perluasan dukungan dengan melakukan
strategi blusukan guna mencerdaskan pemilih.

3. Médihat dari batasan penelitian ini hanya menganalisa kebijakan dan

dihubungkan dengan strategi pasangan calon. Untuk peneliti selanjutnya,
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dapat melakukan penelitian terkait dengan strategi pasangan calon dengan
menggunakan analisa SWOT, hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
kebijakan berpengaruh terhadap strategi pasangan calon. Selanjutnya kajian
ini juga dapat dilanjutkan dengan kaian mendalam terkait dengan
pembatasan kebijakan kampanye guna mengatasi politik uang pasangan
calon, yang bertujuan memperkecil cost politik agar jika terpilih nanti tidak

mel akukan praktek korupsi.
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